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MOTTO 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – QS. Al-Insyirah : 5-6 
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ABSTRAK 

 
SANKSI  PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI 

GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 
2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL  204 KUH PIDANA  

 
BAGUS OKA RAYHAN 

 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan 

kepemilikan Sertipikat Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ? dan Apakah akibat hukum hak atas 
tanah yang tidak bersertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ?. Jenis penelitian hukum ini adalah 
“penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data 
sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, 
yaitu menggambarkan.  

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :  
Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku perdagangan jual beli Ginjal, yaitu : 
Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :   setiap 
orang; yang dengan sengaja; Memperjualbelikan; organ atau jaringan tubuh; 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 
miliar dan asal 204 KUHP, Barang Siapa menjual; Menyerahkan; atau  membagi-
bagikan;  barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang; 
padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu; diancam dengan pidana penjara paling 
lama 15 tahun. Sanksi Terhadap pelaku perdagangan Jual Beli Ginjal menurut Pasal 
192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  pidana penjara 
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah sedangkan Pasal 
204 KUHP termasuk dalam delik formil dan diancam dengan pidana penjara paling 
lama 15 tahun. 

. 
 

 
Kata Kunci : sanksi pidana, jual beli, ginjal. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

 Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan 

berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan 

perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat. 

  Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia 

hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera, akan tetapi tidak 

sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau 

kemungkinan pertentangan. 

  Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama 

dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-

norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut 

belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah 

menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat 

besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian 

lainnya memerlukan   kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau 

memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.  

  Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan 

aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk 

melindungi hak dan kewaiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu 
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keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk 

menyelesaikan kepentingan apabla terjadi pertentangan. 

  Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur 

dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang 

ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses 

perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta 

perlindungan hak asasi bag setiap orang. 

  Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan  

atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada 

sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, 

penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang 

dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum 

negara. 

  Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana 

sebagai berikut: 

  Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar 
yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang diancamkan 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tesebut.1 
 

 
  1Andi Hamzah,  2016, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4  
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Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, 

sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas. 

  Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim 

sendiri (eigenrichting) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, 

meskipun dalam prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat 

seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 

hukum pidana. 

  Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan 

di sidang pengadilan, maka dimuali dengan apa yang disebut dengan 

penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”. 

  Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Penyelidikan 

merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan”.2 Akan tetapi 

penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi 

penyidikan. 

  Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menenutkan bahwa penyelidik adalah 

“Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang 

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. 

 
  2M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101  
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  Sedangkan yang dimaksud  dengan penyelidikan adalah “Serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.  

  Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah 

terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: 

1. tindak apa yang telah dilakukannya 
2. kapan tindak pidana itu dilakukan 
3. dimana tindak pidana itu dilakukan 
4. dengan apa tindak pidana itu dilakukan 
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan 
6. mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan 
7. siapa pembuatnya.3 

 
  Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, 

maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak 

penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh 

karena itu sebelum dilakukan penuntutan, tentunya penuntut umum harus dapat 

memastikan bahwa berkas yang disearahkan oleh penyidik sudah lengkap dan 

memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan 

penuntutan di muka persidangn oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Perkembangan perdagangan organ manusia pada zaman sekarang 

semakin meningkat tiap tahunnya, contohnya seperti ginjal, jantung, hati, dan 

mata. Organ-organ tersebut diperdagangkan untuk digunakan dalam  

transplantasi kepada orang yang membutuhkan tetapi dengan cara yang salah, 

seperti diambil secara paksa dan atau tanpa sepengetahuan korban. Tetapi ada 

 
  3Ansorie Sabuan. dkk,  1990. Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, hlm. 77   
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beberapa orang yang secara  terpaksa menjual organ tubuhnya karena terdesak 

faktor ekonomi, mengingat harga  yang ditetapkan dalam upaya transplantasi 

ini nilainya sangat tinggi. Faktor harga  tinggi ini menjadi pertaruhan besar 

terutama untuk masyarakat yang menetap di Negara berkembang karena 

kemiskinan yang menjeratnya. Tidak luput untuk  disebutkan, hal ini juga 

terjadi di Indonesia. Alhasil perdagangan organ menjadi liar dan tak terkendali, 

contohnya dapat kita jumpai di situs-situs internet yang tidak  semua orang 

dapat mengaksesnya, karena perdagangan organ manusia ini masih besifat 

terselubung proses jual belinya. 

Tingginya permintaan membuat transaksi organ tubuh manusia di  pasar 

gelap kian marak terjadi hingga kini. Pada kasus ini bukan hanya oknum-oknum 

liar  yang terlibat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada keterlibatan 

pihak rumah sakit dan tenaga medis dalam transaksi tersebut. Akan tetapi, 

kemanusiaan dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyamarkan 

partisipasi oknum-oknum yang terlibat. Tingkat keuntungan dari penjualan 

organ manusia ini cukup tinggi dengan tingkat laba yang di atas rata-rata, 

sehingga pelaku perdagangan organ ini semakin banyak mencari korban untuk 

di perdagangkan organ tubuhnya, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan 

yang signifikan. 

Banyaknya kasus jual beli organ tubuh manusia ini dilaksanakan  

dengan cara tersembunyi disebabkan oleh karena pemerintah belum dapat 

memaksimalkan aturan pidana materiil terkait hal ini. Aparat penegak hukum 

sering kali mengalami kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana 
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bagi pihak-pihak yang terlibat karena tugas dan peran dari masing-masing 

pelaku sulit untuk dilacak. Baik yang  menjadi korban, pelaku, maupun hanya 

sekedar menjadi penyalur atau distributor, semuanya bermain cara yang 

terselubung sehingga kurang adanya kepekaan dan  kesadaran masyarakat dan 

pemerintah dengan perkara ini. Indonesia sebagai Negara  hukum sudah 

seharusnya menelaah dan meninjau permasalahan ini lebih lanjut, karena pada 

dasarnya hukum menjadi payung bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa 

merasa aman dan dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat bisa menikmati 

kesehatan tubuhnya dengan cara yang baik dan tepat. Oleh karena itu, penulis 

ingin meninjau lebih lanjut terkait dengan perlindungan korban perdagangan 

organ tubuh manusia dan dasar hukum bagi penjual organ, donor organ serta 

transplantasi organ. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan tindak pidana 

terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal, untuk maksud tersebut 

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI  PIDANA 

TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI GINJAL 

MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 

TENTANG KESEHATAN DAN PASAL  204 KUH PIDANA. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan jual beli ginjal 

menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan  dan 204 KUH Pidana ? 

2. Apakah sanksi terhadap  pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 

192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 

KUH Pidana? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Sanksi terhadap  pelaku 

perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 KUH Pidana.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 KUH 

Pidana. 

2. Sanksi terhadap  pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 KUH 

Pidana. 

D. Defenisi Konseptual 
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1. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidanatertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.4  

2. Jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang 

kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga 

barang itu. (Pasal 1457 KUH Perdata) 

3. Ginjal adalah Ginjal adalah organ utama dalam sistem utunaria atau sistem 

saluran kemih.Ginjal mengeluarkan asam dan urea, dan material sampah 

lainnya dalam bentuk urine.Urine dialirkan melalui ureter menuju 

kandungan kemih(vesika urinaria).5  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku 

lainnya 

 
4 Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,   hlm 59. 

5 https://brainly.co.id/tugas/31580423, diakses tanggal 11 November 2022 

https://brainly.co.id/tugas/31580423
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Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain,  Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri 

sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 
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perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan 

skripsi ini.  

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan 

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak 

Pidana, Pengertian dan para Pihak dalam Jual Beli, Syarat Sahnya Jual Beli, 

Pengertian Ginjal Sebagai Organ Tubuh. 
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Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur 

tindak pidana perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 KUH Pidana DAN Sanksi 

terhadap  pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan  dan 204 KUH Pidana. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran. 
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